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ABSTRAK :  - Bahwa guna memenuhi tuntutan kebutuhan dan perkembangan hukum penjaminan pemerintah 
untuk pelaku usaha korporasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara 
Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang 
Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 
23 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 131, TLN No. 6514) sebagaimana telah diubah dengan PP 43 
Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 186, TLN No. 6542), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 
98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745), Permenkeu 
RI 98/PMK.08/2020 (BN Tahun 2020 No. 842). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Penjaminan Pemerintah diberikan terhadap kewajiban finansial atas Pinjaman modal kerja yang 
diterima oleh Pelaku Usaha. Kewajiban finansial meliputi tunggakan pokok Pinjaman dan/atau 
bunga/imbalan sehubungan dengan Pinjaman modal kerja sebagaimana tercantum dalam 
perjanjian penjaminan/sertifikat penjaminan. Penerima Jaminan merupakan perbankan dengan 
kriteria bank umum dan bank kategori sehat dengan peringkat komposit 1 atau peringkat 
komposit 2 berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK. Besaran Nilai Penjaminan 
yang dapat dijamin, dituangkan dalam perjanjian penjaminan/sertifikat penjaminan antara 
Penjamin dengan Penerima Jaminan. Nilai Penjaminan yang dapat diberikan oleh Penjamin, dapat 
lebih kecil dari plafon Pinjaman. Dalam rangka pelaksanaan penugasan Penjaminan Pemerintah, 
LPEI berhak mendapatkan IJP yang dibayarkan oleh Pemerintah melalui Menteri dengan 
ketentuan untuk Pelaku Usaha dengan Nilai Penjaminan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), IJP yang dibayarkan sebesar 100% 
(seratus persen), untuk Pelaku Usaha dengan Nilai Penjaminan lebih dari Rp50.000.000.000,00 
(lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), IJP yang 
dibayarkan sebesar 100% (seratus persen), atau untuk Pelaku Usaha dengan Nilai Penjaminan 
lebih dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan 
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 1 April 2021 dan diundangkan pada tanggal 1 April 
2021. 

  - Lampiran: halaman 15-29. 

    

 


